
2. Undang- ...

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924);

a. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum harus
dilaksanakan dengan baik sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum
merupakan hasil kerja keras para penyelenggara
pemilihan umum di jajaran Komisi Pemilihan Umum
dan pihak lain yang telah mendukung penyelenggaraan
pemilihan umum;

c. bahwa sebagai apresiasi atas dedikasi, partisipasi dan
prestasi para penyelenggara Pemilu di jajaran Komisi
Pemilihan Umum dan pendukung dalam
penyelenggaraan pemilihan umum, perlu diberikan
penghargaan kepada mereka sebagaimana dimaksud
dalam huruf b baik perseorangan maupun lembaga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang
Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

KETUAKOMISr PEMILIHANUMUM,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA,

Mengingat:

Menimbang:

KOMISI PEMllIHAN UMUM
PERATURANKOMISI PEMILlHANUMUM

NOMOR 32 TAHUN2014
TENTANG

PENGHARGAANDALAMPENYELENGGARAANPEMILIHANUMUM

" ... ,



BAB I ...

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaterr/Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umurn,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaterr/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pernilu, dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,
Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

-2-

Menetapkan:
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7. Komisi ...

6. Komisi Pemilihan Umum Provinai/ Komisi Independen
Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsij'KlP
Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di provinsi.

4. Pemilu Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara
demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umurn, selanjutnya disebut Pemilu, adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD, adalah Pemilu untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterr/Kota
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM
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Bagian ...

(1) Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan Pernilu
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf a
diberikan kepada perseorangan danj atau lembaga
yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang penerima, desain, dan
tata cara penyerahan Penghargaan atas Partisipasi
Penyelenggaraan Pemilu diatur dengan Keputusan
KPU.

Pasal3

Bagian Kedua
Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan Pemilu

a. Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan
Pernilu;

b. Penghargaan KPU ProvinsijKIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupatenj Kota Berprestasi;

c. Penghargaan lainnya.

(1) KPU dapat rnernberikan Penghargaan pada setiap
penyelenggaraan Pernilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,
Pernilu Presiden dan Wakil Presiden, danj atau Pemilu
Kepala Daerah.

(2) Penghargaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

Pasal2

Bagian Pertarna
Jenis Penghargaan

BAB II
PENGHARGAAN

7. Kornisi Pemilihan UmumjKornisi Independen Pernilihan
Kabupaten /Kota, selanjutnya disebut KPUIKIP
Kabupaterr/Kota, adalah penyelenggara Pernilu yang
bertugas melaksanakan Pernilu di kabupatenjkota.

8. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi kepada
penyelenggara Pernilu dan pendukung penyelenggaraan
Pernilu atas dedikasi, partisipasi danj atau prestasi
dalarn rnensukseskan Pernilu darr/ atau rnernperkuat
dernokrasi.
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(2) Penilaian ...

Pasal 6

(1) Penilaian bagi KPU ProvinsijKIP Aceh dan KPUjKIP
KabupatenjKota Berprestasi dilakukan secara
berjenjang.

a. memiliki pengetahuan tentang kepemiluan
danj atau demokrasi danj atau praktisi yang
memiliki keahlian yang relevan;

b. berintegritas:

c. tidak berasal dari partai politik.

(2) Kriteria Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),yaitu:

(1) KPU dan KPU ProvinsijKIP Aceh membentuk Tim
Penilai dalam pemberian Penghargaan KPU
ProvinsijKIP Aceh dan KPUjKIP KabupatenjKota
Berprestasi.

Pasal5

a. kreasi sosialisasi dan partisipasi pemilu;
b. transparansi informasi pemilu;
c. daftar pemilih berkualitas;
d. penyelenggaraan pemilu berintegritas;
e. iklan layanan masyarakat kreatif;
f. pemilu akses;
g. termasuk hal lain yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemilu.

(1) Penghargaan KPU ProvinsijKlP Aceh dan KPUjKIP
Kabupatenj Kota Berprestasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada KPU
ProvinsijKIP Aceh dan KPUjKIP KabupatenjKota yang
berprestasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

(2) Kategori Penghargaan KPU Provinsij KIP Aceh dan
KPUjKIP Kabupatenj Kota Berprestasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),meliputi :

Pasal4

Bagian Ketiga
Penghargaan KPUProvinsijKlP Aceh dan KPUjKIP

Kabupatenj Kota Berprestasi
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c. pegawai ...

musibah,
dalam

mengalami
kecelakaan

yang
atau

penyelenggara Pemilu
meninggal dunia
penyelenggaraan Pernilu;

b.

a. perseorangan, lembaga, organisasi masyarakat sipil,
dan pemerintah daerah sebagai penghormatan atas
jasa dalam bidang kepemiluan dan demokrasi;

Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2)huruf c diberikan kepada:

Pasal 9

Bagian Keempat
Penghargaan Lainnya

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian
Penghargaan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota Berprestasi diatur dengan Keputusan
KPU.

Pasa18

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan penerima
Penghargaan KPU/ KIPKabupaten /Kota Berprestasi di
wilayahnya berdasarkan kategori prestasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) KPUProvinsi/KIP Acehmenyampaikan hasil penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.

(3) KPU menetapkan penerima Penghargaan KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota
Berprestasi di tingkat nasional.

Pasal 7

(2) Penilaian terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIPKabupaterr/Kota Berprestasi tingkat Nasional
dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk KPU.

(3) Penilaian terhadap KPU/ KIP Kabupaten/ Kota
dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk KPU
Provinsi/KIP Aceh.
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BAB IV ...

(1) KPU dapat mengusulkan penerima penghargaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal4
ayat (1) dan Pasal 9 kepada pemerintah untuk
mendapatkan penghargaan dari Negara sesuai dengan
peraturan perundang -undangan.

(2) Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan
Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan
ketersediaan anggaran.

Pasal 11

BAB III
KETENTUANLAIN-LAIN

(1) Bentuk Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
berupa piagam.

(2) Bentuk Penghargaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/ KIP Kabupateri/ Kota Berprestasi sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa piagam,
trophy atau bentuk lain yang ditetapkan KPU.

(3) Bentuk Penghargaan lainnya sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a, huruf c dan huruf d antara lain
berupa trophy danj atau piagam.

(4) Bentuk Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b dapat diberikan dalarn bentuk
piagam dan Zatau santunan.

Pasal 10

Bagian Kelima
Bentuk Penghargaan

c. pegawai pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat
KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP
Kabupaten /Kota yang berdedikasi;

d. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, workshop
dan seminar yang diselenggarakan KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaterr/Kota.
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Salinan sesuai dengan aslinya

AMIRSYAMSUDIN
BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2014 NOMOR1469

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 6 Oktober 2014
MENTER!HUKUM DANHAl( ASASIMANUSlA
REPUBLIKINDONESIA

HUSNI KAMIL MANIK

ttd

KETUAKOMISI PEMILIHANUMUM,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2014

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

BABIV
PENUTUP
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